
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 32 TAHUN 2014 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN KARTU SISJAHTERA 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

M e n i m b a n g : a. bahwa da lam rangka men ingkatkan kesejahteraan 

masyarakat, pemenntah Kota Gorontalo melaksanakan 

Program Unggulan Ka r tu Sejahtera yang terd i r i 

dar i 8 (delapan) program gratis; 

b. bahwa guna pelaksanaan 8 (delapan) program gratis di 

Kota Gorontalo pe r lu pe tun juk pelaksanaannya; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud da lam h u r u f a dan h u r u f b per lu 

membentuk Peraturan Wal ikota tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Program Unggulan K a r t u Sejahtera 

Pemerintah Kota Gorontalo. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah T ingkat I I d i Sulawesi 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 20 T a h u n 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik 
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Indonesia T a h u n 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang; 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik: 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 40 T a h u n 2004 tentang Sistem 

J a m i n a n Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik: 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4456); 

6. Undang-Undang Nomor 20 T a h u n 2008 tentang Usaha 

Mikro , Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4866); 

7. Undang-Undang Nomor 36 T a h u n 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 24 T a h u n 2011 tentang Badan 

Penyelenggara J a m i n a n Sosial (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5256); 

9. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 T a h u n 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

T a h u n 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, menjadi Undang-undang (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 
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Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5657); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4578); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 T a h u n 2007 tentang 

Pembagifin Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T a h u n 2007 Nomor 82 , Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 T a h u n 2008 tentang 

Pendanajin Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T a h u n 2008 Nomor 9 1 , Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4864); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 T a h u n 2010 tentang 

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republ ik IndonesiaTahun 2010 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah d iubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 T a h u n 2010 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2010 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5157); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 T a h u n 2012 tentang 

Penerima Ban tuan I u r a n J a m i n a n Kesehatan 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 5372); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 T a h u n 2013 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 T a h u n 2008 

tentang Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2013 Nomor 40, 



TambahEin Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5404); 

16. Peraturan Presiden Nomor 12 T a h u n 2013 tentang 

J a m i n a n Kesehatan (Lembaran Negara Republik: 

Indonesia T a h u n 2013 Nomor 29); 

17. Peraturan Presiden Nomor 32 T a h u n 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas. Kesehatan 

T ingkat Pertama Mi l i k Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 81); 

18. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian H ibah dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana telah d iubah Peraturan 

Menter i Da lam Negeri Nomor 39 T a h u n 2012; 

19. Peraturan Menter i Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 5 T a h u n 2007 tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Menter i Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 19 T a h u n 2007 tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan; 

2 1 . Peraturan Menter i Pendidikan Nasional Republ ik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar 

Sarana Prasarana; 

22. Peraturan Menter i Pendidikan Nasional Republ ik 

Indonesia Nomor 69 T a h u n 2009 tentang Standar 

Biaya Operasi Non personalia T a h u n 2009 U n t u k 

Sekolah Dasar / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), 

Sekolah Menengah Atas / Madrasah Al iyah (SMA/MA), 

Sekolah Menengah Ke juruan (SMK), Sekolah Dasar 

Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar 

Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar 

Biasa (SMALB); 

23. Peraturan Menter i Pendidikan Dan Kebudayaan 

Republ ik Indonesia Nomor 44 T a h u n 2012 tentang 



Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada 

Satuan Pendidikan Dasar; 

24. Peraturan Menter i Kesehatan Republ ik Indonesia. 

Nomor 69 T a h u n 2013 tentang Standar Tar i f 

Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat: 

Pertama dan Fasil itas Kesehatan T ingkat Lanjutan 

da lam Penyelenggaraan Program J a m i n a n Kesehatan; 

25. Peraturan Menter i Kesehatan Republ ik Indonesia 

Nomor 71 T a h u n 2013 tentang Pelayanan Kesehatan 

Pada J a m i n a n Kesehatan Nasional. 

26. Peraturan Menter i Kesehatan Republ ik Indonesia. 

Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana. 

Kapitasi J a m i n a n Kesehatan Nasional U n t u k Jasa 

Pelayanan dan D u k u n g a n Biaya Operasional Pada. 

Fasil itas Kesehatan T ingkat Pertama M i l i k Pemerintah 

Daerah; 

27. Peraturan Daerah Nomor 4 T a h u n 2014 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota. Gorontalo 

T a h u n 2014 Nomor 4). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN 

KARTU SEJAHTERA PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

BAB I 

KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Wal ikota i n i yang d imaksud dengan : 

1. Daenah adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wal ikota dan Satuan Perangkat Daerah 

sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Wal ikota Gorontalo. 

4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Wal ikota Gorontalo. 



5. Satuan Kerja Perangka.t Daerah selanjutnya d is ingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah d i l ingkungan Pemerintah Kota. 

Gorontalo. 

6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. 

7. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. 

Kota Gorontalo. 

8. Dinas Per industr ian, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Penanaman. 

Modal adalah Dinas Per industr ian, Perdagangan, Koperasi, UMKM 

dan Penanaman Modal Kota Gorontalo. 

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. 

10. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta 

masyarakat da lam rangka men ingkatkan m u t u , pemerataan dan. 

efisiensi pengelolaan pendid ikan d i Kabupaten/Kota. 

11 . Komite Sekolah adalah badan m a n d i r i yang mewadahi peran serta. 

masyarakat da lam rangka men ingkatkan m u t u , pemerataan dan 

efisiensi pengelolaan pendid ikan d i sa tuan pend id ikan ba ik 

pend id ikan pra sekolah, j a l u r pendid ikan sekolah m a u p u n j a l u r 

pend id ikan luar sekolah. 

12. Penyelenggara pend id ikan adalah Pemerintah, pemer intah daerah, 

a tau masyarakat yang menyelenggarakan pend id ikan pada ja lur 

pendid ikan formal. 

13. Satuan pend id ikan adalah kelompok layanan pendid ikan yang 

me^e l enggarakan pendid ikan pada j a l u r pend id ikan formal dalam 

setiap jen jang dan jenis pendid ikan. 

14. Pendidikan Grat is adalah pembebasan pembiayaan pendid ikan bagi 

siswa m i sk in . 

15. Dana Oprasional Pendidikan adalah pembiayaan pembangunan 

pendid ikan yang bersumber dar i Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Masyar akat . 

16. Ban tuan bagi siswa m i s k i n yang selanjutnya disebut B a n t u a n Siswa 

M isk in (BSM) adalah ban tuan dar i pemer intah berupa sejumlah uang 

t u n a i yang d iber ikan langsung kepada siswa yang berasal dar i 

keluarga m i sk in ; 

17. Dana. Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan 

u n t u k menyelenggarakan dan pengelolaan pendid ikan. 
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18. Pendanaan Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang; 

disediakan u n t u k menyelenggarakan dan pengelolaan pendid ikan. 

19. Biaya operasional satuan pendid ikan adalah bagian dar i dana. 

pendid ikan yang d ipe r lukan u n t u k membiayai kegiatam operasional 

sa tmin pend id ikan agar dapat ber langsungnya kegiatan pendidikan 

yang sesuai standar nasional pend id ikan secara tera tur dan. 

berke lanjutan. 

20. Permingku kepentingan pendid ikan adalah orang, ke lompok orang, 

a tau organisasi yang memi l ik i kepent ingan dan/ a t au kepedulian. 

terhadap pendid ikan. 

2 1 . Standar Nasional Pendidikan adalah kr i t e r ia m i n i m a l tentang sistem. 

pend id ikan d i se luruh wi layah h u k u m Negara Kesatuan Republik: 

Indonesia. 

22. Standar pendid ik dan tenaga kependid ikan adakih kriteria. 

pend id ikan prajabatan dan kelayakan f isik m a u p u n menta l , serta 

pend id ikan da lam jaba tan . 

23. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendid ikan 

yang berka i tan dengan kr i t e r ia m i n i m a l tentang ruang belajar, 

tempat berolahraga, tempat ber ibadah, perpustakaan, laborator ium, 

bengkel kerja, tempat bermain , tempat berkreasi dan berekreasi, 

serta sumber belajar la in , yang d iper lukan u n t u k menunjang proses 

pembelajaran, t e rmasuk penggunaan teknologi in formasi dan 

komun ikas i . 

24. Pengelolaan pendid ikan adalah pengaturan kewenangan dalam 

penyelenggaraan sistem pendid ikan nasional oleh Pemerintah, 

pemer intah provinsi , pemer intah kabupaten/kota , penyelenggara 

pend id ikan yang d id i r i kan masyarakat, dan satuan pendid ikan agar 

proses pend id ikan dapat berlangsung sesuai dengan t u j u a n 

pendid ikan nasional . 

25. Kur i l cu lum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

t u j u a n , is i , dan bah an pelajaran serta cara yang d i gunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran u n t u k mencapai 

t u j u a n pendid ikan ter tentu. 

26. G u r u adalah pendid ik profesional dengan tugas u tama mendid ik , 

mengajar, membimbing , mengarahkan, melat ih , meni la i , dan 
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mengevaluasi peserta d id ik pada pendid ikan anak us ia d i n i j a lu r 

pendid ikan formal, pendid ikan dasar, dan pend id ikan menengah. 

27. Peseita d id ik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi d i r i me la lu i proses pembelajaran yang 

tersedia pada j a l u r , jenjang, dan jen is pend id ikan te r t en tu . 

28. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya d is ingkat PPK adalah 

orang a tau ins t i tus i pelayanan kesehatan yang member ikan 

pelayanan kesehatan. 

29. J a m i n a n Kesehatan Nasional yang selanjutnya d is ingkat JKN adalah 

j a m i n a n berupa per l indungan kesehatan agar peserta memperoleh 

manfaat pemel iharaan kesehatan dan per l indungan dalam 

memenuh i k ebu tuhan dasar kesehatan yang d iber ikan kepada setiap 

orang yang te lah membayar i u r a n a tau iu rannya dibayar oleh 

pemer intah. 

30. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per -bulan yang dibayar 

d i m u k a kepada FKTP berdasarkan j u m l a h peserta yang terdaftar 

tanpa memperh i tungkan jen is dan j u m l a h pelayanan kesehatan yang 

d iber ikan. 

3 1 . Fasilitas Kesehatan T ingkat Pertama yang selanjutnya dis ingkat 

FKTP adalah fasil itas kesehatan yang me l akukan pelayanan 

kesehatan perorangan 3rang bersifat non spesialistik u n t u k keper luan 

observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan 

kesehatan la innya. 

32. Pusat Kesehatan Masyi i rakat yang selanjutnya d is ingkat Puskesmas 

adalah U n i t Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

yang secara teknis dan adminis t ra t i f bertanggungjawab kepada Dinas 

Kesehatan Kota Gorontalo. 

33. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya d is ingkat NPHD adalah 

naskah perjanj ian h ibah yang bersumber dar i anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah antara pemer intah Daerah dengan penerima 

h ibah . 

34. Kelompok Usaha Mikro adalah pe laku usaha mikro penerima 

ban tuan dan terdaftar da lam program unggu lan Ka r tu Sejatera 

Pemerintah Kota Gorontalo. 



BAB I I 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Wal ikota Gorontalo i n i d imaksudkan menjadi pedoman dan 

landasan h u k u m da lam penyelenggaraan Program Unggulan K a r t u 

Sejahtera. Pemerintah Kota Gorontalo yang menggunakan APBD Kota 

Gorontalo dan sumber-sumber dana yang sah la innya. 

Pasal 3 

Peraturan Wal ikota i n i be r tu juan : 

a. Agar SKPD sebagai penanggung jawab layanan Grat is yang termasuk 

da lam Program Unggulan K a r t u Sejahtera dapat melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan proses dan mekanisme yang telah d i te tapkan 

b. U n t u k mengendal ikan penyelenggaraan program unggu lan secara 

t ransparans i , efisiensi, efektivitas, part is ipasi dan akuntab i l i tas . 

c. Agar masyarakat sebagai penerima layanan gratis mendapat 

kepast ian terhadap batasan-batasan jen is layanan yang telah 

d i te tapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo 

BAB I I I 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang l ingkup Peraturan Wal ikota i n i adalah sebagai b e r i k u t : 

a. Gratis Biaya Persalinan; 

b. Grat is Biaya Pembuatan Akte Lahir, K a r t u Keluarga dan K a r t u Tanda. 

Penduduk; 

c. Gratis Biaya Pendidikan dar i Sekolah Dasar sampai Sekolah 

Menengah Atas dan sederajat; 

d. Gratis Biaya Kesehatan d i Puskesmas dan Rumah Sakit U m u m 

Daerah; 

e. Gratis Biaya Akte N ikah; 

f. Gratis Biaya Iz in Usaha; 

g. Gratis B a n t u a n Usaha Mikro dan Kecil; 

h . Gratis Biaya Ambulance dan Pemakaman. 
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Pasal 5 

Sasaran Program Unggulan Ka r tu Sejahtera adalah masyarakat Kota 

Gorontalo yang memi l i k i K a r t u Sejahtera dan terdaftar da lam data base 

program unggulan K a r t u Sejahtera Pemerintah Kota Gorontalo. 

BAB IV 

GRATIS BIAYA PERSALINAN 

Pasal 6 

Grat is Biaya Persalinan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 4 h u r u f a 

adalah : 

a. Gratis pemeriksaan kehami lan; 

b. Gratis persal inan hingga kun jungan pemeriksaan anak bal i ta pasca 

persal inan, ba ik layanan Posyandu, Puskesmas Pembantu, 

Puskesmas dan Rumah Sakit m i l i k Pemerintah Kota Gorontalo. 

Pasal 7 

Gratis Biaya Persalinan sebagaimana d imaksud da lam terintegrasi 

dengan program J a m i n a n Kesehatan Nasional (JKN) m a u p u n J a m i n a n 

Kesehatan Semesta (Jamkesta) Provinsi Gorontalo. 

BAB V 

GRATIS BIAYA PEMBUATAN AKTE LAHIR, KARTU KELUARGA 

DAN KARTU TANDA PENDUDUK 

Pasal 8 

(1) Pendaftaran Pelayanan Gratis Biaya Pembuatan Akte Lahir , Ka r tu 

Keluarga dan K a r t u Tanda Penduduk d i l akukan mek i lu i Kantor 

Lurah , Kantor Kecamatan dan Dinas kependudukan dan Pencatatan 

Sipi l 

(2) Persyaratan penerbitan Akte Lahir, Ka r tu Keluarga dan K a r t u Tanda. 

Penduduk adalah sebagai b e r i k u t : 

a. Penerbitan KTP : 

1. Ka r tu Tanda Penduduk ba ru bagi WNI : 

a) Pengantar RT/RW dan l u r a h ; 

b) Fotokopi Ka r tu Keluarga; 

c) Ku t ipan Ak ta Kelahiran; 
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d) Ku t ipan Ak ta N ikah/Kawin bagi p enduduk yang be lum 

berusia 17 t a h u n . 

2. Ka r tu Tanda Penduduk karena h i lang/rusak : 

a) Surat keterangan kehi langan dar i dar i kepol is ian atau 

K a r t u Tanda Penduduk yang rusak; 

b) Fotokopi K a r t u Keluarga. 

3. Ka r tu Tanda Penduduk adanya perubahan elemen data : 

a) Fotokopi Ka r tu Keluarga; 

b) K a r t u Tanda Penduduk lama; 

c) Surat keterangan / b u k t i perubahan peristiwa 

kependudukan dan perist iwa pent ing; 

b. Penerbitan Ka r tu Keluarga : 

1. Ka r tu Keluarga b a r u : 

a) Fotokopi atau menun jukan k u t i p a n Ak ta N ikah; 

b) Surat pengantar dari kelurahan/formulir Kartu Keluarga; 

c) Formul i r susunan keluarga; 

d) Surat keterangan p indah/datang bagi p enduduk yang 

p indah da lam wi layah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Ka r tu Keluarga penambahan anggota keluarga : 

a) K a r t u Keluarga lama; 

b) Ak ta Kelahiran; 

c) Formul i r Ka r tu Keluarga/pengantar dar i ke lurahan . 

c. Penerbitan Ak ta Kelahiran : 

1. Surat ke lah i ran dar i dokter/bidan/penolong ke lah i ran 

2. Nama dan identitas saksi ke lah i ran 

3. Ka r tu Keluarga orang t u a 

4. Ka r tu Tanda Penduduk orang t u a 

5. Ku t ipan Akta N ikah/Akta Perkayunan orang t u a 
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BAB VI 

GRATIS BIAYA PENDIDIKAN DARI SEKOLAH DASAR SAMPAI SEKOLAH 

MENENGAH ATAS DAN SEDERAJAT 

Pasal 9 

Dana Pendidikan gratis t e rd i r i atas Dana Oprasional Sekolah dan 

B a n t u a n Siswa M i sk in (BSM). 

Pasal 10 

Dana pend id ikan gratis sebagaimana d imaksud pada Pasal 10 d i gunakan 

sepenuhnya u n t u k memenuh i k e b u t u h a n biaya layanan pendid ikan yang; 

me l i pu t i : 

a. Biaya operasional sa tuan pendid ikan; 

b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendid ikan. 

Paragraf 1 

Dana Operasional Sekolah 

Bagian Pertama 

Dasar, Penggunaan dan Sasaran Pelaksanaan 

Pasal 11 

Dana Operasional Sekolah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 9, 

penggunaiannya d idasarkan pada rencana kerja dan Anggaran Sekolah 

(RKAS) yang te lah disepakat i antara p ihak sekolah dan komite sekolah 

yang t e rd i r i dar i : 

a. Peningkatan Manajemen Sekolah; 

b. Peningkatan M u t u Pendidikan d i T ingkat Satuan PendidikEin; 

c. Moni tor ing, Evaluasi dan Pelaporan Program Pendidikan. 

Pasal 12 

Peningkatan Menejemen Sekolah sebagaimana d imaksud daktm Pasal 11 

h u r u f a adalah : 

a. Biaya alat tu l i s sekolah adalah biaya u n t u k pengadaan alat tu l i s 

sekolah yang d i b u t u h k a n u n t u k pengelolaan manajemen sekolah dan 

proses belajar mengajar; 

b. Biaya pemel iharaan dan perbaikan r ingan sarana prasarana sekolah; 
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c. Biaya pengelolaan dan penataan l ingkungan; 

d. Biaya daya dan jasa merupakan biaya u n t u k membayar langganan 

daya dan jasa yang m e n d u k u n g kegiatan belajar mengajar d i sekolah 

seperti l i s t r ik , telepon, air; 

e. Biaya pemasangan l i s t r ik , a ir dan internet ; 

f. Biaya transpor/per ja lanan dinas da lam daerah adalah biaya u n t u k 

kegiatan perjalanan dinas tenaga pendidik, tenaga kependid ikan, dan 

peserta d id ik u n t u k m e n d u k u n g program dan kegiatan sekolah. 

g. Perjalanan dinas luar daerah hanya dapat d i gunakan sekali oleh satu 

orang da lam satu t a h u n anggaran. 

h . Biaya Insent i f Penunjang program/kegiatan (Wali Kelas, Piket, 

Pembina Kegiatan Eks t rakur iku l e r , Penulisan I jasah, Pokja, guru 

honor) ; 

i . Biaya komsums i rapat dan t a m u . 

j . Membiayai kegiatan penunjang yang diselenggarakan Pemerintah 

Kota Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo; 

k. Biaya perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan d i 

satuan pend id ikan ( Bagi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus) ; 

1. Biaya Publ ikas i dan pencitraan. 

Pasal 13 

Peningkatan M u t u Pendidikan d i T ingkat Satuan Pendidikan 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal 11 h u r u f b adalah : 

a. Peningkatan M u t u Pembiayaan b imbingan belajar persiapan Uj ian 

Nasional (bukan sebagai. j a m tambahan) ; 

b. Pengembangan profesi g u r u dan Kepala Sekolah me la lu i kegiatan 

MGMP dan MKKS; 

c. Biaya pembinaan siswa pada kegiatan k u r i k u l e r dan ekstra ku r i ku l e r ; 

d. Biaya praktek kerja I n d u s t r i (PRAKERIN); 

e. Pembelian/pengadaan b u k u referensi; 

f. Pembelian bahan p r a k t i k u m IPA, IPS, Bahasa dan Produkt i f yang; 

d i b u t u h k a n u n t u k proses belajar mengajar; 



- 1 4 -

g. Biaya persiapan akreditasi sekolah (bagi sekolah yang be lum 

terakreditas a tau yang sudah habis batas waktunya) ; 

h . Biaya pelaksanaan supervisi Kegiatan belajar mengajar. 

Pasal 14 

Moni tor ing , Evaluasi dan Pelaporan Program Pendidikan sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 11 h u r u f c adalah : 

a. Biaya pelaksanaan evaluasi belajar tengah semester, semester, u j i an 

sekolah dan u j i an nasional ; 

b. Biaya pelaporan. 

Pasal 15 

(1) Dana Operasional Sekolah d igunakan u n t u k membiayai kegiatan 

operasional sekolah yang t idak d i danai oleh dana BOS/ sumber dana 

la innya dan a tau kegiatan yang t idak c u k u p d idana i oleh dana BOS/ 

sumber dana la innya da lam bentuk shar ing dana. 

(2) Dana operasional sekolah d i p e r u n t u k k a n pada jen jang Pendidikan 

Anak Usia D in i , Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

Pasal 16 

Sasaran pelaksanaan Dana Operasional Sekolah adalah semua satuan 

pendid ikan ba ik yang d id i r i kan oleh pemer intah m a u p u n yang d id i r i kan 

oleh masyarakat yang ada d i l ingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang; 

t e rd i r i dar i PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. 

Bagian Kedua 

Besaran dan Mekanisme Penyaluran 

Pasal 17 

Besaran Dana Operasional Sekolah sebagai b e r i k u t : 

a. SMK : Rp. 750.000/Siswa/Tahun; 

b. SMA : Rp. 750.000/Siswa/Tahun; 

c. SMP : Rp. 120.000/Siswa/Tahun; 

d. SD : Rp. 120.000/Siswa/Tahun; 

e. TK : Rp. 10.000.000/Lembaga/Tahun. 

Pasal 18 

Mekanisme penyaluran Dan a Opersional Sekolah adalah : 
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a. Penyaluran Dana Oprasional Sekolah u n t u k sekolah negeri mela lu i 

kas daerah ke rekening sekolah; 

b. Penyaluran Dana Oprasional Sekolah u n t u k sekolah swasta yang 

d id i r i kan oleh masyarakat dar i DPPKAD ke rekening masing-masing 

sekokih penerima; 

c. Sekolah m e m b u k a nomor rekening bank atas nama sekolah (bukan 

atas nama pribadi) dan menyampaikan rekening tersebut ke bidang; 

masing-masing; 

d. B idang D ikdas/Dikmen mengkompi las i se luruh nomor rekening; 

sekol i ih dan hasi lnya d i t e ruskan kepada Sub bagian keuangan untuk: 

diproses lebih lan jut . 

Bagian Ketiga 

Tugas dan Tanggung Jawab 

Pasal 19 

Tugas dam tanggung jawab penerima Dana Operasional Sekolah adalah : 

a. Pihak: sekolah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab 

m u t l a k penggunaan dana DOS; 

b. Kepala sekolah bertanggung jawab dan t ransparan da lam pener imaan 

dan penggunaan dana; 

c. Me lakukan pembukuan secara tert ib dan benar bedasarkan pedoman 

pengelolaan keuangan daerah yang ber laku; 

d. Membuat laporan b u k i n a n ke Dinas Pendidikan Kota Gorontalo 

tentang penggunaan Dama Oprasional Sekolah dan barang/jasa yang; 

dibel i oleh sekolah yang d i tandatangani oleh kepala sekolah, 

bendahara dan ke tua komite sekolah pal ing lambat minggu ke dua 

bu lan ber ikutnya . 

Paragraf 2 

Ban tuan Siswa M isk in (BSM) 

Bagian Pertama 

Pemanfaatan dan Sasaran Pelaksanaan 

Pasal 20 

B a n t u a n Siswa M i sk in (BSM) d i manfaatkan u n t u k pembiayaan 

keper luan pr ibad i siswa, antara la in d i gunakan u n t u k pembel ian 

perlengkapan sekolah. 
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Pasal 21 

Sasaran Penerima B a n t u a n Siswa m i s k i n adalah siswa SD, SMP, SMA 

dan SMK yang merupakan penduduk Kota Gorontalo yang bersekolah d i 

wi layah Kota Gorontalo serta memenuh i kr i t e r i a sebagai ber ikut : 

a. Orang t u a siswa pener ima/memi l ik i k a r t u sejahtera; 

b. Siswa. dar i r u m a h tangga Peserta PKH; 

c. Siswa. ya t im , p i a tu a tau y a t i m p ia tu ; 

d. Siswa. berasal dar i pant i asuhan; 

e. Siswa. terancam p u t u s sekolah karena kesu l i tan biaya; 

f. Siswa. berasal dar i ko rban mus ibah , ke la inan fisik, ko rban PHK dar i 

R u m E i h Tangga Sangat M i sk in ; 

g. B u k a n Penerima BSM dar i pemer intah Pusat. 

Bagian Kedua 

Besaran dan Mekanisme Penyaluran 

Pasal 22 

Besaran B a n t u a n Siswa M i sk in adalah : 

a. SD : Rp. 300 .000/S iswa/Tahun, u n t u k 758 siswa; 

b. SMP : Rp. 350.000/Siswa/Tahun, u n t u k 914 siswa; 

c. SMA : Rp. 375.000/Siswa/Tahun, u n t u k 1066 siswa; 

d. SMK : Rp. 400.000/Siswa/Tahun, u n t u k 750 siswa. 

Pasal 23 

Mekanisme penya luran B a n t u a n Siswa M i sk in mela lu i rekening sekolah 

sesuai dengan j u m l a h pener ima yang d i te tapkan dengan keputusan 

kepala dinas. 

Bagian Ketiga 

Tuga s dan Tanggung Jawab 

Pasal 24 

Tugas dan tanggung jawab sekolah penerima B a n t u a n Siswa M isk in 

adalah : 

a. Mendata siswa calon penerima BSM sesuai dengan kr i t e r i a yang telah. 

d i t en tukan ; 



- 1 7 -

b. Membuat daftar u su l an calon penerima BSM per kelas dengan 

gendernya sesuai dengan u r u t a n pr ior i tas (u ru tan ke-1 berart i lebih 

m e m b u t u h k a n d iband ing dengan u r u t a n ber ikutnya) ; 

c. Kepala Sekolah mengusu lkan calon siswa penerima BSM; 

d. Kepala Dinas menetapkan siswa penerima BSM berdasarkan usulan 

Kepala sekolah; 

e. Kepala Sekolah mengadakan serta menya lurkan dana BSM dalam. 

ben tuk paka ian seragam seko lah/kebutuhan la innya bagi siswa. 

penerima BSM yang te lah d i te tapkan dengan Keputusan Kepala. 

Dinas; 

f. Membata lkan penerima BSM yang t idak sesuai dengan kr i ter ia ; 

g. Menyampaikan laporan realisasi penerimaan dana BSM ke Dinas; 

Pendidikan Kota Gorontalo; 

h . Member ikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat ; 

i . Me lakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadapi 

kehad i ran siswa pener ima BSM d i sekolah. 

Paragraf 3 

Penyaluran, Larangan , Pelaporan dan Pengawasan 

Bagian Pertama 

W a k t u Penyaluran 

Pasal 25 

Penyaluran Dana Pendidikan Grat is sebagai b e r i k u t : 

a. U n t u k Dana Operasional Sekolah akan d iber ikan selama 1 (satu) 

t a h u n periode J a n u a r i sampai Desember t a h u n berjalan dan. 

penya lurannya d i l akukan setiap t r iwu lan . 

b. U n t u k Dana B a n t u a n siswa M i sk in (BSM) akan d i ber ikan sekali. 

da lam satu t a h u n dan w a k t u penya luran oleh sekolah pada bu l an 

Agustus. 

Bagian Kedua 

Larangan 

Pasal 26 

Dana pend id ikan gratis d i larang u n t u k d igunakan sebagai b e r i k u t : 

a. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dar i dana pemer in tah pusat 

a tau prov insi kecual i da lam ben tuk sfiaring pembiayaan; 
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b. Membiayai kegiatan yang t idak menjadi pr ior i tas sekolah; 

c. Membiayai perjalanan dinas luar daerah kepala sekolah, g u r u , komite 

sekolah, yang t i dak berka i tan secara langsung dengan k e b u t u h a n 

sekolah; 

d. Membayar bonus dan t ransportas i r u t i n u n t u k g u r u ; 

e. D igunakan u n t u k rehabi l i tas i sarana/prasarana sekolah yang; 

berskala sedang dan berat; 

f. Membangun gedung/ruangan kelas ba ru ; 

g. Membel i bahan/peralatan yang t i dak m e n d u k u n g proses 

pembelajaran; 

Pasal 27 

(1) Me lakukan man ipu las i data j u m l a h siswa m i s k i n dengan maksud 

u n t u k memperoleh ban tuan yang lebih besar; 

(2) Mengusulkan siswa m i s k i n t i dak d idasarkan pada kr i t e r ia sesuai 

ke tentuan; 

(3) Me lakukan pungutan/pemotongan da lam ben tuk dan alasan apapun 

terhadap siswa pener ima BSM. 

Setiap sekolah pener ima dana pend id ikan wajib melaporkan ke Dinas; 

Pendidikan Kota Gorontalo tentang pemanfaatan setiap t r iwu l an sebelurn 

proses pencairan t r i w u l a n ber ikutnya . 

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Pendid ikan Gratis; 

d i laksanakan oleh Inspektorat Kota Gorontalo. 

(2) Inspektorat Kota Gorontalo wajib me lakukan aud i t keuangan. 

terhadap pengelola Dana Pendidikan Gratis disetiap t ingkatan . 

(3) PengEiwasan sebagaimana d imaksud pada Ayat (1) d i u r a i k a n sebagai 

ber ikut : 

a. Pengawasan fungsional d i l akukan oleh lembaga pengawasan 

sesuai dengan ke tentuan perundang-undangan yang ber laku. 

b. Pengawasan melekat d i l akukan oleh aparat pemer intah yang; 

[ mempunya i kewenangan dan bertanggungjawab atas program. 

BagiEtn Ketiga 

Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal 28 

Pasal 29 
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c. Pengawasan masyarakat d i l akukan oleh masyarakat dein lembaga-

Independen. 

BAB VI I 

GRATIS BIAYA KESEHATAN D I PUSKESMAS DAN 

RUMAH SAKIT U M U M DAERAH 

Bagian Pertama 

Kepesertaan 

Pasal 30 

a. Penduduk Kota Goronlialo yang terdaftar sebagai pemegang Ka r tu 

Sejahtera dan a tau anggota keluarganya yang be lum memi l ik i 

J a m i n a n Kesehatan; 

b. Pemegang Ka r tu Sejahtera dan a tau anggota keluarganya yang; 

merupakan Peserta Program K a r t u Sejahtera d ida f tarkan sebagai 

peserta Jam inan Kesehatan Nasional; 

Pasal 31 

Pendaftaran peserta J a m i n a n Kesehatan Nasional d i l a k u k a n mela lu i 

Kantor Ke lurahan dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. 

Pasal 32 

Dokumen yang harus di lengkapi pada saat pendaftaran peserta J a m i n a n 

Kesehatan Nasional adalah: 

a. K a r t u Sejahtera Asl i dan foto copy; 

b. Foto copy Ka r tu Tanda Penduduk (bagi wajib KTP); 

c. Foto copy Ka r tu keluarga. 

Pasal 33 

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo me lakukan veri f ikasi dan 

rekapi tu las i data peserta Program Ka r tu Sejahtera u n t u k d idaf tarkan 

sebagai peserta J a m i n a n Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara 

J a m i n a n Sosial B idang Kesehatan sesuai ke tentuan yang ber laku. 

Pasal 34 

Badan Penyelenggara J a m i n a n Sosial B idang Kesehatan sebagaimana 

d imaksud pada Pasal 34 menerb i tkan K a r t u J a m i n a n Kesehatan Nasional 

yang ber laku secara nasional . 

t 
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Pasal 35 

Peserta Program K a r t u Sejahtera yang m e m b u t u h k a n pelayanan 

kesehatan tetapi be lum terdaftar dan a tau be lum memi l i k i K a r t u Jaminan 

Kesehatan Nasional dapat d i layani dengan menyerahkan dokumen 

kepesertaan dan me lampi rkan Surat Rekomendasi dar i Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja Kota Gorontalo yang menjelaskan bahwa pasien yang; 

bersangkutan telah didaftar sebagai peserta J a m i n a n Kesehatan Nasional. 

Bagian Kedua 

Ben tuk Layanan 

Pasal 36 

Ben tuk layanan kesehatan gratis sebagai b e r i k u t : 

a. Pelayanan kesehatan bagi peserta Program Ka r tu Sejahtera me l i pu t i 

pelayanan persal inan/ ke lahiran, pelayanan Ambulance, pelayanan 

kesehatan d i Fasil itas Kesehatan T ingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Lan ju tan (FKTL); 

b. Pelayanan kesehatan d i Rumah Sakit me l i pu t i Rumah Sakit U m u m 

Daerah Otanaha (Type D), Rumah Sakit U m u m Daerah Prof. Dr. H. 

Aloei Saboe (TyPe B) dan Rumah Sakit Type A d i lua r Provinsi 

Gorontalo yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jam inan 

Sosial B idang Kesehatan; 

c. Sistem, prosedur, hak dan kewajiban pasien pada pelayanan 

kesehatan bagi peserta Program K a r t u Sejahtera meng iku t i ketentuan 

yang sama dengan pasien Penerima B a n t u a n I u r a n (PBI) Jam inan 

Kesehatan Nasional. 

Bagian Ketiga 

Pembiayaan 

Pasal 37 

Biaya yang t i m b u l dar i pelayanan kesehatan bagi peserta Program K a r t u 

Sejahtera d ibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Gorontalo. 

BAB VI I I 

GRATIS BIAYA AKTE NIKAH 

Pasal 38 

(1) Gratis biaya admin is t ras i terhadap penentuan status pribadi dan 

status h u k u m atas perist iwa pern ikahan. 

(2) Gratis biaya admin is t ras i kependudukan. 
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Pasal 39 

Pernikahan/perkawinan d ibe r lakukan sesuai ke tentuan perundang-

undangan yang ber laku 

Kr i ter ia Usaha Mikro adalah memi l i k i kekayaan bersih maks ima l 

Rp. 50.000.000,- (Lima Pu iuh J u t a Rupiah) t idak t e rmasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha a tau memi l i k i has i l penjualan t a h u n a n pal ing 

banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus J u t a Rupiah). 

Pasal 41 

Persyaratan yang harus di lengkapi pada saat pendaftaran Iz in Usaha 

Grat is adalah : 

a. Surat Keterangan Usaha Mikro dar i Ke lurahan setempat (tempat 

usaha berada); 

c. Foto copy K a r t u Tanda Penduduk 2 (dua) lembar; 

d. Pas Photo 3 x 4 (2 lembar); 

g. Materai 6.000 (3 lembar); 

Bagian Kedua 

Pendaftaran dan Penerbitan Perizinan 

Pasal 42 

Pendaftaran Iz in Usaha Gratis setiap ha r i kerja. 

Pasal 43 

Iz in Usaha akan d i t e rb i tkan j i k a te lah memenuh i ke ten tuan yang ber laku. 

Pasal 44 

(1) Pelaku Usaha m ik ro da lam me lakukan usahanya harus memi l i k i 

b u k t i legalitas berupa periz inan dan t idak d iwaj ibkan memi l i k i sural: 

i z in gangguan; 

(2) Pemberian i z in usaha gratis bagi pe laku usaha m ik ro me l i pu t i Sural: 

Iz in Usaha Perdagangan (SIUP), Iz in Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 

Tanda Daftar I n d u s t r i (TDI), Surat Iz in Penggunaan Petak (SIPP) dan 

Surat Iz in Penempatan (SIP); 

BAB IX 

GRATIS BIAYA IZIN USAHA 

Bagian Pertama 

Kri ter ia dan Persyaratan Perizinan 

Pasal 40 
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(3) Iz in usaha m ik ro yang telah d iber ikan dapat d icabut oleh pejabat yang 

berwenang apabi la pemegang iz in usaha m ik ro t idak mentaat i 

ke tentuan yang t e r can tum da lam iz in usaha dan peraturan 

perundang-undangan la innya. 

BAB X 

GRATIS BANTUAN MODAL USAHA MIKRO DAN KECIL 

Bagian Pertama 

Kr i ter ia Penerima 

Pasal 45 

Kr i ter ia pener ima ban tuan gratis modal usaha m ik ro d a n keci l sebagai: 

b e r i k u t : 

a. Penerima dana ban tuan gratis adalah masyarakat Kota Gorontalo dan. 

memi l i k i usaha d i Kota Gorontalo dengan modal usaha. 

pal ing t inggi Rp. 15.000.000,-

b. Penerima dana ban tuan gratis sebagaimana d imaksud pada h u r u f at 

adalah kelompok usaha mikro . 

c. Kelompok usaha m ik ro sebagaimana d imaksud da lam h u r u f b 

mempunya i kepengurusan yang terd i r i dar i 1 (satu) orang ketua, 1 

(satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara serta anggota 

m i n i m a l 2 (dua) orang maks ima l 7 (tujuh) orang, yang d i te tapkan 

dengan Keputusan Lu rah setempat. 

d. Pengurus dan anggota kelompok berdomisi l i da lam 1 (satu) wi layah 

ke lurahan yang d i b u k t i k a n dengan KTP; 

e. Tempat usaha adalah m i l i k sendir i a tau sewa dan berlokasi sesuai 

pe run tukannya berdasarkan pera turan perundang-undangan yang 

berlalcu; 

f. Usaha m ik ro yang be lum mener ima ban tuan perkuatan modal 

da lam 2 (dua) t a h u n terakhir ; 

g. Usaha m i n i m a l 4 (empait) bu l an sudah beroperasi d i b u k t i k a n dengan 

surat keterangan usaha dar i pemer intah ke lurahan. 

Bagian Kedua 

Persyarahin dan Tata Cara Penyaluran 

Pasal 46 

Persyaratan u n t u k penya luran yang harus d ipenuh i oleh calon penerima 

sebagai b e r i k u t : 
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a. Kelompok usaha mengajukan permohonan ter tu l is kepada Walikota 

Gorontalo yang d i tandatangani oleh ke tua dan sekretaris kelompok. 

dan d i l amp i r i proposal b e r i s i : 

1. Rencana pemanfaatan ban tuan . 

2. Ura ian j en is usaha, j um lah modal usaha dan lokasi tempat usaha. 

3. Surat keterangan usaha dar i Ke lurahan setempat yang d i lampi r i 

surat pengantar dar i RT/RW; 

4. Susunan pengurus dan alamat pengurus yang d i te tapkan oleh 

L u r a h setempat; 

5. Foto copy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 

Anggota). 

b. Berkas permohonan sebagaimana d imaksud pada h u r u f a d ia jukan ke 

Wal ikota Gorontalo setelah d i veri f ikasi oleh pendamping Kecamatan. 

a. Berkas permohonan yang masuk akan d i veri f ikasi oleh t i m yang 

d iben tuk dengan Keputusan Wal ikota Gorontalo dan T i m Kerja 

Wal ikota mengenai keberadaan usaha anggota kelompok. 

Pasal 47 

Tata cara penya luran ban tuan sebagai b e r i k u t : 

a. Penerima ban tuan yang telah d i te tapkan d iwaj ibkan membukai 

rekening masing-masing ke Bank Pemerintah a.n. Ketua Kelompok; 

b. Rekening sebagaimana d imaksud pada h u r u f a, d i b u k a berdasarkan 

Kartu. Identitas Penduduk; 

c. Penyaluran dana ditransfer ke Rekening masing-masing kelompok 

penerima ban tuan oleh Pemerintah Daerah cq. DPPK\D, setelah 

penerima b a n t u a n ter lebih d a h u l u melengkapi dan menandatangani 

dokumen pencairan berupa: 

1. Naskah Perjanjian H ibah Daerah; 

2. Kwi tans i H ibah; 

3. Foto copy rekening dan Ka r tu Identitas; 

4. Pakta Integritas; 

5. Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana 

ban tuan modal usaha; 
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Bagian Ketiga 

Monitor ing, Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal 48 

(1) Moni tor ing dan Evaluasi terhadap penggunaan dana bantuan 

d i laksanakan oleh T i m yang d iben tuk oleh Dinas Per industr ian. 

Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Penanaman Modal penya luran 

pal ing lambat 2 (dua) bu l an setelah dana. 

(2) Pelaksanaan moni tor ing d i laksanakan sejak penya luran hingga 2 

(dua) bu l an setelah pemanfaatan. 

(3) Evaluasi d i l akukan secara berkala u n t u k meni la i perkembangan 

usaha. 

(4) Pelaporan has i l moni tor ing dan evaluasi d isampaikan kepadei 

Wal ikota me la lu i Kelompok Kerja (POKJA) setiap t r i w u l a n dan a tau 

sewaktu-waktu d i b u t u h k a n . 

(5) Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana d imaksud pada Ayat (4) 

d i te tapkan dengan Keputusan Wal ikota Gorontalo. 

BAB X I 

GRATIS BIAYA AMBULANCE DAN PEMAKAMAN 

Bagian Pertama 

Gratis Biaya Ambulance 

Pasal 49 

Pasien peserta Program Ksirtu Sejahtera berhak memperoleh pelayanan 

Ambulance dar i Puskesmas. ke Rumah Sakit U m u m Daerah m a u p u n dar i 

Rumah Sakit U m u m Daerah kembal i ke r u m a h . 

Pasal 50 

Pelayanan Ambulance dar i Puskesmas ke Rumah Sakit U m u m Daerah 

menjadi tanggung jawab Puskesmas yang me lakukan r u j u k a n pasien. 

Pasal 51 

Pelayanan Ambulance a tau mob i l jenazah dar i Rumah Sakit U m u m 

Daerah ke r u m a h pasien menjadi tenggung jawab Rumah Sakit U m u m 

Daerah d imana pasien tersebut memperoleh perawatan. 

/ 
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Bagian Kedua 

Gratis Biaya Pemakaman 

Pasal 52 

Gratis biaya pemakaman d imaksudkan u n t u k m e m b a n t u mer ingankan 

beban biaya pemakaman bagi masyarakat penerima sasaran Program 

Unggulan K a r t u Sejahtera. 

Pasal 53 

(1) Persyaratan pengajuan biaya pemakaman sebagai ber ikut : : 

a. Surat Keterangan Kematian dar i Pemerintah Ke lurahan setempat. 

b. Foto copy K a r t u keluarga; 

(2) Batas layanan pengajuan selambat- lambatnya 5 (lima) h a r i kerja 

t e rh i tung sejak tanggal kemat ian. 

Pasal 54 

Gratis biaya pemakaman setinggi-tingginya senilai Rp. 2.000.000,- (Dua 

J u t a Rupiah) dengan r inc ian sebagai b e r i k u t : 

a. Biaya Jasa Pemakaman senilai Rp. 1.000.000 (Satu J u t a Rupiah); 

b. Mater ia l (Perlengkapan Pemakaman) setinggi-tingginya senilai 

Rp. 1.000.000,- (Satu J u t a Rupiah). 

BAB XI I 

EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 55 

(1) Program unggu lan Ka r tu Sejahtera Pemerintah Kota Gorontalo 

yang melaksanakan 8 (delapan) layanan Grat is dievaluasi 

penyelenggaraannya oleh T i m Kelompok Kerja yang di tetapkan 

dengan Keputusan Wal ikota Gorontalo. 

(2) Evaluasi sebagaimana d imaksud pada Ayat (1) akan d i laksanakan 

setiap Tr iwu lan , me l i pu t i : 

a. J u m l a h data Ka r tu Sejahtera; 

b. Proses dan mekanisme pelayanan gratis yang menjadi tanggung 

jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 

c. J u m l a h dan mater i pengaduan masyarakat tehadap layanan 

gratis; 

d. Pemanfaatan anggaran u n t u k program unggu lan K a r t u Sejahtera; 
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e. Kebutuhan dan ketersediaan anggaran bagi SKPD penanggung 

jawab. 

Pasal 56 

(1) T im Kelompok Kerja (POKJA) membuat laporan berdasarkan has i l 

evaluasi. 

(2) Laporan sebagaimana d imaksud pada Ayat (1) d isampaikan kepada. 

Wal ikota dan Wak i l Wal ikota Gorontalo tembusan Ketua DPRD Kota. 

Gorontalo. 

BAB XI I I 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 57 

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan program unggu lan Ka r tu 

Sejahtera d i l a k u k a n oleh Kelompok Kerja (POKJA). 

(2) J i k a terdapat t emuan- temuan yang dianggap t idak sesuai dengan 

penyelenggaraan 8 (delapan) layanan Gratis, Kelompok Kerja (POKJA) 

berhak me lakukan k lar i f ikas i terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah 

penanggung jawab dan hasi l ka l r i f ikas i tersebut d isampaikan kepada 

Inspektorat Kota Gorontalo u n t u k d i l akukan pemeriksaan yang lebih 

mendalam. 

(3) Guna efektivitas pelaksanaan program unggu lan d imaksud , 

Pemerintah Kota Gorontalo dapat membentuk Posko Pengaduan 

Masyarakat yang berkedudukan d i Inspektorat Kota Gorontalo. 

(4) Apabi la terdapat t emuan penyimpangan kegiatan dar i has i l 

pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, maka T i m POKJA, 

Inspektorat dan SKPD penanggung jawab t e rka i t me lakukan 

koordinasi guna penyelesaian permasalahan tersebut. 

Pasal 58 

Penyelenggaraan program unggu lan K a r t u Sejahtera da lam layanan gratis 

yang diselenggarakan oleh SKPD penanggung jawab a k a n d ikenda l ikan 

oleh T i m POKJA. 

BAB X I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 59 

Peraturan Wal ikota i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkf in . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 

Peraturan i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kota 

Gorontalo. 

Di te tapkan d i Gorontalo 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 32 


